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TLRATURAN DAERMS KADUPATEN ACEH TENGAH
MM 08 TAHUNM 2001
TENTA
RETRTBUST PARKIR DITEPT JALAN
EMGAN RALBIAT TUMAN YANG MAHA ESA

BUPATT RABUPATEN ACEH TENGAH

dengan talah dilataplerya Keputusan Menter Dslam
Megari Marrar 119 Takun 1999 tentang Ruang Lingkup dan
Pajak Dasrsh, mak: Pajak Parkir di Tepi Jalan
U ssrupeskan jenis Retribus] Dearah Kabupaten ;

Pahwia wardld iemungut Refribusi  sebagaimana dimaleaud
pada huruf &, perld diatur dengar: Persturan Dasrah;

Undang-ordaig  Momor 7 (DrE) Tahun 1956 tentang
Pambentukan Deersh Otonom Kabupamon-iabupaten dalam
Lingkungan Dasrsh Propinsl Sumatra Utars jo.- Undang-
undang Nomor 4 fhun 1974 | tentsng  Pembentukan
Kahupaten Acsh Tenggara;

13 Tshun 1960 tentang Jatan

an Lembaran negara Republik Indonasla Homor
3186},
Undang-undang Nomor 12 Tehun 1992 tentang Lalu Lintas
A g Selah (Lembaran Megara Fepubllik Indonesls
Tahun 1992 Momor 56, Tambahan Lembaran lagera Republik
Indonesia Nomer 3478);
Undang-undarg Momer 22 Tahun 1999 tantang Pemerintahan
Daerah (tembaran Tegara Rapublik Indopesia Tahun 1974
Moo 38, Tawbaien Lembaran Negers Republik Indonesia
r.lnrmrin‘j?J, .
undang-Lndang Maror 25 Tahun 1999 tertang Perimbangan
Keuangain antara Femarintsh Pusat dan Deerah (Lembaran
Megare Republik Indonesia Tahun 1972 Tambahan, Lembaran
Negara Nomor 3848);
Undarg-undang Namor 34 Tahun 2000 tentang Perubaharn
ates Ratribusi Deetah dar: Ratribusi Desrah (Lembaran Negara
Repuliik [ndomesia Tahun 1997 Memor 41, Tambahan
Lenbaran Negara Republik Indomesia Romor 3GBS) Jo.
Undang-undang Momor B Tahun 1997 tentang Retribusi
Damerah dan Retrubusi Daerah;
Faraturan Pemerintah Komor 27 Tahun 1883 tentang
Pelaksanaan Undsng-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hulwrn atars Pidana {Lembaran Negera Republik Indonesta
Tahun 1961 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republic
Indonesia Momner 3253);




o

Paraturan Pemerinizh Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi -

Omsrah {Lemberan Negare Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 55, Tamrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
+ Nornar 3692);

e 8 Peraturan Pemerintsh Nomor 25 Tahun 2000 tentang
s vemangan Pamerintah dan Kewsnangan Propinsi sebapal
Daerah Omnom, i

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1399 tentang Tehnlk
Penyusunan Peraturan Perundang-undangar, )

10, Keputusan Menter] Dalam Meger Nomor 43 Tahun 1980
tentang Podoman Pengelolean Perparkian di Deerah. ¥~

11, Keputusan Menterl Dalam Negerl Norner 4 Tahun 1897
tantang Penyidi Fegawsi Negerl Sipil di tingkungan
g Pemerintah Dacrah.

12 Kepumussi menteri Parhubungan Momor KM 65 Tahun 1993
temang Fasiitss Pendukung Kegiatan Latu Lintss dan.
Anghkugan Jalan,

15, Keptitusan Menten Perhubungan Nemer Km 66 Tahun 19537
entang Parkir untuk Umum.

s 14, Keputusan Menterl Dalsm Neged Nomer 174 Tahun 1597
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. -

15 WKapuiusan Manteri Dalam Megeri Momor 175 Tahun 1997
rentang Pedoman Tata Cara pemerlksaan dibldang Remibusi
Daarah, .

16, Ksputusan Menterl Dalam Meger Nomwor 119 Tahun 1998
tentang Rusng Lingkup dan Jenis-fenis Rstribust Daerah
Kabupaten.

Dengan Persatujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABUPATEN ACEH TENGAH
MEMUTUSKAN
Menetapian | PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
REIRIBUS] PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,.
BAB I
KETENTUAR UMUM
Pasal 1
Dalsrn Peraturan Dacrah ini yang dimeisud dengan 3
. Paerzh adalah Kabupatan Aceh Tengah.
b. Pemarintzh......




b. Pemeringah adaleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

c. Bupati adsiah Bupsti Kabupatan Aceh Tengah.

e

pejsbat adalah Pegawai yang diberl tugas tertentu dibidang
Retribusl Dacrah sesuai dengan peratwran  perundang-udangan
Daeral yang barfaku. b
@ Perusahaan adalah sustu bentuk Badan: Ussha yang meliputi

parssroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan latnnya, -
Badan Usaha milik Megara tau Daerah dengan narha dan bantuk |,
apapun, persekutuan, perkumpulan, firme, kongsi, - koperasl,

yayasan atau oigarisasl yang sejenis, lembagd dan pansiun,

fentul usaha tatap serta bentulc usaha lainnya. B

. Kenderaan bermwotor adalsh kendersan yang digerakan oleh
peralatan teknik yang berada pada kenderman it tarmasuk .
kendersan gardengan otau kersty tempetan yang dirangkeikan
dengan kendersan bermotor, 5

N

Parkir adulah keadaan tidale bergerak suatu kenderaan berinotor
yanp barsifat sementara.

B

N

Ternpat Parklr adalah tempat yang berada ditept Jalan Urnum
tertentu dan tzlah ditatapkan oleh Kepals Desrah sabagai
tampat parfir kenderaan bermotor. o

Retribus! Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disedialan.
atay  diberikan oleh Pemerintah Daerah  untuk  tujuai
kepantingan dah kemanfaatan umum serta dapat dinlkmati cieh
arang pribadi atau badan. ¥

Retribusi parkir di Tepi Jalen Umum yang selanjutnya dapat di
sebut Retribusi adalah pambayaran atas penggunaan tempat
parkir ditapt jalan umum yang ditatapkan oleh Kepala Dasrah.

sE

Wejlh Retribusl adalah crang pribadi -atau badan yang menurtit
peraturan dangan Ratribusl i untuk
melakukan Pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau
pemoteng Retribusl

Surat Pendaftaran Ohjek Retribusi Duerah, yang salanjutnya .
dapat disingimt SPAORD, adalah surat yang digunalan ocleh
wWajib Retribusi untuk metaporkan data objek Ratribusi dan wajib
Ratribusi sebagal dasar perhitungan dan pambiyaran Retribusl
yang b g resa Ut peratursn perundaig -wadangan Ratribus!
uzerah

Syrat ketotspan Retribusi Dacrah, jang sslarutnya dapat
ngkat SKRD adalsh surat surat keputusal yang menentukan
besariya jumiah Retribusi yang tenutang,
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BAB II
HAMA, ORIEK DAN SUBIEK RETRIBUST
Pasal 2

Sergen nama Retribusi Parkir di Tepl jalan Umum  dipungut
Retribusi sabagal pembayaran atas pelayenan penyadiasn tempat
parkir I tept Jalan umum.

Pasal 3

(1} Ohjek Refribusi adelah pelayanan penyediasn tempat parkdr
ditepi Jalan umumm, oy
{2y Jalan Umurr sehagaimana dimaksud pada eyat {1) ditetaplan
nleh Bupatl,

Pasal 4

Sutyek Reibusi adalah orang pribadi astau badan yang
wengunakan Lermpat parkir ditzpl Jalan mum.

BAB 11
GOLONGAN RETRIBUSE
Pasal 5

Rerrbust Parkir di tepl Jalan Umum di golongkan sebagai Retribusi
Jeagay Urriamr,

ans 1y
R MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA
pasal &
Tirgiat Pangunaan Jaca  dibitung  berdasarian Fisiavars]
pengyunaan tempat parki.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7 4

(1

finsip dan sasaran dalam: penetspan strukbur dan bssarnya
tarf den  Retlbus  didasaden  atas  tyjuan untuk
mengendalikan permintean dan pengunasn fasa pelayanah
dnlurn rangka mernperancar faiu lings jalan dengan betap
mempsrhaikan biaya panyelenggaraan pelayanan,
emampusn masyarakat dan aspek keadlian, d

(2) Blaya.....




% (2) Blaya sebagaimana dimaleud pads. ayat (1) melipui biayx
pengadsan marka, bisya pengadasn rambu-rambu, biaye '

/ Operasional, pemslifaraan administas| dan blays Gansportas! |

¥ dzlsm rangka pengawasan dan pangendalian X &7

BAS VI
STRUKTUR DA BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Strukeur Tarif di Jenls
diparkir di tepi jalan umum.

(2} Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagal bantlast :

s, Soden, Jesp, Mini Bus, Peclkup dan ssienisnya  Rp.”

@, Bus, Truk, Truk Tangld dan slat basar lsinnya  Rp.

¢ Beaok Mesin Rp.

. 4, sapeda Moter Rp.

BAE VII
WILAYSH PEMUNGUTAN

Pazal &

hewibust yang terutang dipungut dl Wilayah Daerah tempat
pelnyanan penyedisan paridr diberikan,

BAB WIIT
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

1) Pemmungutan Retribusi tidek dapat diborangkan. 0
(2} Ratribusi di pungut dengan mangunatan SiRd atau Dolourmen
laln yang dipersamakan. h- 3

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11
(1) Permiyaren Retribuist yang terutang haris dllunast sskaiigus-di
kea i)

muka,
(2) Tata cara pembayaran, peryetoran, bempat pembayaran
Retribus! diatur dengan Keputusan Bupati, =




(1}

L
BAB %
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
Wajib FRetribusi yang tldetc  melaksanskan kewajibannya
sehingga merugikan kausngan Daerah diancam pidana

Vurungan pallpg fama 6 {enam) bulan atau derda pafing
Banyak Re, 5.000,000,- {Lima Juta Rupiah

).
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalsh

6]

pelangyaran.
BAB XT
PENYIDIKAN
Pasal 13

Pajahat Pagawai Neger Sipil tartentu  dl  Linglungan
Perrerintahan Deerah diberl Wawenang khusus szhagal
Penyidik untuik melaladan panyidikan tingkat pidana dibidang

Pajei Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

tarror 8 Tahun 1961 bentang Hulum Acsra pidana,

\Wewisnang Penyidic cabagalmana dimalsud pada ayat (1)

adalah:

a. menerirma, mencard, mengumpulkan  dan menelid
ketermssgan atau laporan berkensan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah Bgar keterangan Btau |aporen
tersebut menjad! lengkap dan jelas;

b manaliti, mencari dan mengumpullan ketsrangan ‘mengaenai
orang pribadl atau badan tertang Kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retbusl
Daerah.

¢ Meminta keterangan dan bahan buld dari crang pribad! atu
badan sshubungan dengan tndak pidans di  bidang
Retribusi daerah;

4. Memeriksa bulu-buky, catatan-catatan dan dolcurnen-
dokuman fsin yang bekenaan dengan tndek pidama di

idang Retribuisl Daerah,

Malakatkan penggeledahan untul mendapatkan bahan bukt

sembulcuan, pencatatan, dan dokuman-dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukd tarsebut.

»

£, Memint bantuan tenaga ahli dajem rangka pelakszan tugas
penvidikan tindak pidans di bidang Retribusi Daerah.

g Menyuruti barhentt dan atau mwelarang sesecrang
meninggalien rusngan atau tempat pada =aet pemeriksaan
sedang barkangsung dan memerikea identitas orang dan
atau  dekurren yang dibawa sshagaimana dimaksud pada
huruf 2;

1 yang beskaitan dengan tindale pidana
sacra
orang Untuk didengar keberangannys dan

Memang
diparilsn ssbagai tersangia atau saksi;

i biengh n Penyldikan;

. Melskikan tndakan lain yang perhy untuic kelancaran
penyidikan tindak pidans di  bldang Retribus) Daerah
imenueut hukuen yang dapat dipartanggung jawablan;

BAB XII.




T
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14,
- Dengan berlakunya Peraturan baerah ini maia Persturan Daerah
Kabupaten fceh Tengah Momor 4 Tehun 1579, terslkhir Nomor &
# Tahun 1983 dinyatken dicabut dan tidak barinics agi.

Pasal' 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
j i alan diatur labih janjut oleh

Kepela Deerah,

Pasal 16

Paraturan daerah ini mulai belaku pada @nggal diundangkan.

Agar satiep orang dapat mengetahuinya, memarintahkan
pangundangan Peraturan Daerah Inl dengan penempatan delam
Lembaran Deerah Kabupaban Aceh Tengah.

April 2001

NOMOR 08 Tahun 2001 i .
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